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KANWIL BPN PROVINSI SULUT

Kata p engantar Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya

modul tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah ini. Modul ini disusun
sebagai media informasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang utuh dan terstruktur mengenai
| pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
| undangan.

Modul ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi
Q yang memerlukan tanah, pelaksana pengadaan tanah, serta
masyarakat dalam memahami tahapan, mekanisme, dan hak serta

@J nonn \"3 = j kewajiban para pihak dalam proses pengadaan tanah. Dengan
o ol Fp- %_m === tersedianya informasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat

| €8 o S a+ mMendukung terwujudnya pelaksanaan pengadaan tanah yang
\ - » tertib, transparan, dan berkeadilan, serta meminimalkan terjadinya
kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

P4 B e
E

-
|

— é%« 1R 7 o Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi
T - 'ﬁ‘.’,’:&% ‘ i.‘; S referensi yang berguna dalam mendukung kelancaran pelaksanaan
N ) —— A pengadaan tanah sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian
\ SN (. | L —— Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionall.

| :"j' DDD A g ﬁ " | (\ Akhir Kata, “Selamat Membaca!”

% 6 kanwilbpnsulut_ 00 Kanwil BPN Sulawesi Utara Wé/w ??W 7%/% W




BIDANG PENGADAAN TANAH bangga >

DAN PENGEMBANGAN # melayani BerAKHLAK
rientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
monis Loyal Adaptif Kolaboratif

LANDASAN HUKUM
KETENTUAN UMUM
OUTLINE PENGADAAN TANAH
MODUL TAHAPAN
PENGADAAN TANAH
PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL
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Landasan Hukum Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

UU No 2 Th 2012

tentang
Pengadaan Tanah
bagi
Pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum

UU No 6 Tahun 2023
tentang Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang

PP No. 39 Tahun
2023 mengubah
beberapa ketentuan
dalam PP No. 19
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan
untuk Kepentingan
Umum

onsulut_ o 0 Kanwil BPN Sulawesi Utara

Permen ATR/Ka
BPN No. 19 Th 202]
tentang Ketentuan

Pelaksanaan PP No.

19 Tahun 2021

Permen ATR/Ka
BPN No. 19 Th 2021

tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No.

19 Tahun 2021
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Ketentuan Umum Pengadaan Tanah

Instansi yangd Memerlukan Tanah

i lembagad
n, oran
negara, kementeria : orang  perseoran
o h gnon kementerian, pemerintan Independen gan
pemerintd® @ tah kabupaten/kota, Badan Praktik  penilaian
Prowns"TqFr)Zh dan badan hukum m‘t‘\|<‘; Mendapat  liseng; :
Ban‘;ra/ badan usaha milik negara/badan usd menghitung nilai/har 9a ob;
neg
milik daerah pi h
1 na
hak yang Berhak 05 Dokumen Perencanaan pengadaan Td h
pihak yang men - ng disusun dan ditetapkan ole
. duasai atau memififi dokumen  yans Tanah dalam tahapan
Objek Pengad miliki i yang Memerlukan studi
gadaan Tangh Instanst 'y daan tanah perdasarkan
perencanaan penga

y g
T

n
ng-undangd
perundo
h
ruang bawd
tas tanah dan
tanah, ruang d

y
I I

Ke :
pentmgqn Umum
dapat dinilai

kepentingan ban
diwujudkan oleh
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Jenis Kepentingan Umum

pertahanan dan keamanan nasional;

jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta
api dan fasilitas operasi kereta api;

waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan
lbangunan pengairan lainnya;

pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi
tenaga listrik;

jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;

tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

fasilitas keselamatan umum;

permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
cagar alam dan cagar budaya;

Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi
tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan
rumah umum dan rumah khusus;

prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah;

prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
pasar umum dan lapangan parkir umum;

kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah;

kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah;

kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah;

kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik
negara, atau badan usaha milik daerah;

kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daeranh.
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Tahapan Pengadaan Tanah

PERENCANAAN 2 PERSIAPAN

Pihak yang terlibat: Pihak yang terlibat :
Instansi yang memerlukan tanah (IYMT) Gubernur/Bupati/Walikota dan IYMT
..................)

Output Dokumen:
SK Penetapan Lokasi, Data Awal Pihak yang Berhak, Data Awal
) Masyarakat yang Terdampak, Berita Acara lainnya, Kesepakatan
Dokumen Studi Kelayakan Lokasi Waktu Konsultasi Publik, Surat Pernyataan Pemasangan
Tanda Batas, Surat Pernyataan Kesiapan Anggaran

v

Output Dokumen:
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Dokumen Ketersediaan BOBP oleh IYMT

Instansi yang
lllllllllllllll) meme”ukantanah

3 PELAKSANAAN

Pihak yang terlibat:
ATR/BPN dan Instansi Terkait

4 PENYERAHAN HASIL

Pihak yang terlibat :
ATR/BPN

Output Dokumen:
output Dokumen : Hasil Inven.tqrisosi.don |dentifikasi, Hasil Penilgiqn.oleh
Berita Acara Penyerahan Hasil Appraisal, Berita Acara Musyawarah, Validasi
e . : Pembayaran, Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti
Sertifikasi hasil Pengadaan Tanah Kerugian, Berita Acara Hasil Pengadaan Tanah
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Skema Tahap Perencanaan dan Persiapan

01 Tahapan Perencanaan

g m Tahapan Persiapan

Dokumen
Perencanaan

+

Instansi Yang
Memerlukan Tanah

R Tim Kajian
el

Soslalizasi Kepada Plhak
Yg Berhak Dan
Pendataan Awal

T Sk Penetapan
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TAHAP
PERENCANAAN
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KANWIL BPN PROVINS! SULUT Perencanaan Pengadaan Tanah

IYMT menyusun rencana pengadaan tanah didasarkan
pada rencana tata ruang (RTRW/RDTR) dan prioritas
pembangunan (RPJMD, Renstra, Rencana Kerja
Pemerintah/IYMT).

Dalam menyusun rencana Pengadaan Tanah, Instansi
yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dan bersinergi
dengan Instansi teknis terkait dan dapat melibatkan
Lembaga Profesional dan/atau Ahli.

Instansi teknis terkait mendukung dalam penyediaan data
bagi Instansi yang Memerlukan Tanah dalam penyusunan
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk DPPT
yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan
Instansi yang Memerlukan Tanah.

DPPT disusun berdasarkan studi kelayakan yang
mencakup : (a) survei sosial ekonomi (b) kelayakan lokasi
(c) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi
wilayah dan masyarakat (d) perkiraan nilai tanah (e)
Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin
timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan
dan (f) studi lain yang diperlukan.

Keterangan: Diatur dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan
PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Bab Il Perencanaan Pengadaan Tanah
Pasal 2 s.d. Pasal 30

Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah

an a )
_ﬁ%elif??ani BerAKHLAK

Tata Laksana Penyusunan DPPT

PERSIAPAN :

Pembentukan Tim Penyusunan DPPT yang terdiri dari Tim Utama (Pimpinan/anggota IYMT dan Tenaga
Profesional/Ahli) dan Tim Pendamping (personel yang memiliki kompetensi di bidang tata ruang,
pengadaan tanah, pertanian, bangunan, lingkungan hidup, dll)

PELAKSANAAN :
Tim utama dan Tim Pendamping melakukan pengolahan dan analisa data sesuai dengan kompetensi dan
keahliannya.

PENETAPAN:

Naskah DPPT yang telah diselesaikan dan disepakati, ditetapkan oleh pejabat Instansi yang Memerlukan
Tanah sesuai dengan kewenangannya.

PENGAJUAN DPPT :

e DPPT yang telah ditetapkan diajukan ke gubernur/bupati/wali kota

e Dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah merupakan badan hukum milik negara/badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat penugasan khusus.

e Dalom hal Instansi yang Memerlukan Tanah merupakan Badan Usaha yang mendapat kuasa
berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat
perjanjian.

PERUBAHAN DPPT :
e Perubahan DPPT dapat dilakukan terhadap perubahan data fisik dan data yuridis hasil pelaksanaan
Pengadaan Tanah berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Ketua P2T
e Perubahan DPPT dengan melakukan revisi dan/atau adendum DPPT.
e DPPT yang telah direvisi digjukan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk perubahan/revisi
Penetapan Lokasi.
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Muatan
o Dokumen k
/Muatan Wajib DPPT ® Perencanaan e Muatan Tambahan DPPT
Pengadaan
Muatan Wajib Dokumen Perencanaan Tanah Muatan Tambahan Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah (DPPT) : Pengadaan Tanah (DPPT) :
* Maksud dantujuan rencana pembangunan; e Dilakukan apabila Instansi yang

e Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

e Prioritas pembangunan nasional/daerah;

e Letak tanah;

e Luas tanah yang dibutuhkan;

e Gambaran umum status tanah;

e Perkiraan jangka waktu pelaksanaan
Pengadaan Tanah;

Memerlukan tanah memandang perlu
menambahkan muatan DPPT berkaitan
dengan preferensi Bentuk Ganti Kerugian

e Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Masa berlaku DPPT untuk jangka
pembangunan; waktu 2 (dua) tahun sejak
e Perkiraan nilai tanah; ditetapkan.

e Rencana penganggaran; dan
e Preferensi bentuk Ganti Kerugian

Keterangan: Diatur dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Il Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 5 s.d. Pasal 18
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A.  Dokumen Studi Kelayalkan
. Halaman Sampul
Halaman Kata Pengantar dan Pengesahan

BAB

V. GAMBARAN UMUM STATUS TANAH
A, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanakh
B. Bangunan dan tanamm tumbuh

2
3. Daftar Isi C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai
4. Daftar Tabel BAB VI PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN
5. Daftar Gambar (jika ada) TANAH
6. Daftar Lampiran A.  Perkiraan walitu yang dibutuhkan terkait dengan tahun
BAB 1  Survei Sosial Ekonomi angger=n :
BAR 11 Kitavnlsm Lol B. Jadwal kegiatan serta perkiraan wakiu pelaksanaannya.
A _ P BAB VII PERKIRAAN JANGEA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BAB Il Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan Bagi Wilayah dan BAB VIII PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN
Masyarakat A,  Tanah
BAB IV Perkiraan Nilai Tanah B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah
° ° BAB V Dampak Lingkungan dan Dampalk Sosial Yang Munglin C. Bangunan
Format S|Stemat|ka Timbul Akibat Dari Pengadaan Tanah dan Pembangunan E’- EEHE:J Tuﬂlb]ll-lhm_ . & dusid L-: _
i i [ i i L. En yang ber altan ErEAan tanah dan/atan eragian
Doku men Studi BAB VI 5Studi Lain Yang Diperlultan {aiii nstg Anpat diliilas Sertd
Wik F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan
Dolumen Studi Kelayvakan menggpunakan kertas vkuran A4 “engadaan Tanah icrachi
Kelqya kqn dqn DPPT sl ; it e BAB IX RENCANA PENGANGGARAN
mpiran Peta mengpunakan kertas nkuran 43
A. Besaran Dana
B. Rincian Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan,
B. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil, Administrasi dan digitalizsasi dolumen
1. Halaman Sampul C. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
2. Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT D. Biaya Penilai Pertanahan
3. Daftar Isi E. Nilai Ganti Kerugian
g, Daftar Tabel F. Biaya beracara di Penpgadilan.
5. Daftar Gambar (jika ada) G. Biaya Sertipikasi
6. Daftar Lampiran gr’uﬂ- X PREFERENSI EE‘.NTL_.E{ GANTI KERUGIAN
BAR 1 PENDAHULUAN AB XI MUATAN TAMBAHAN
BAB XII PENUTUP
A. Latar belakang
B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan Keterangan:
BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DPFPT menggunakan kertas ukuran A4
DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH Loty Pt medgpunialoa: ertas it A4
A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembanpunan
Masional / Daerah
1. Rencana Pembanpunan Jangka Menengah
2. Rencana Strategis
C. Rencana Kerja Pemerintah /Instansi yang bersanglkutan
D. Dokumen Proyek Strategis Nasional
BAB Il LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

A. Wilayah administrasi

B. Kondisi geografis

C. Titik koordinat batas bidang
D. Analisis kelayakan lokasi

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lampiran V

BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHEAN
A. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi
desa/kelurahan
B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan

' \I-‘Z’f - ._ N\
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PERAN AN

LAMPIRAN 1

Besaran satuan biaya yang digunakan untuk PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Di atas RpS00 miliar
NOMOR 10 /PMEK.OZ/2016 !

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam ENTANG T T e e e e i e
anng kegiGth pCIdCI tOhGpGn perenCCInC]CIn, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI EEUANGAN :pf:mluk:_.mu:l=.1la|[:1 l'sm.qk:.a kepiatan ['.n-:lnlc.saeu'nnan dan penyerahan hasil i'|i|!_1'|.r'5|

NOMOR 13/PMK.0Z2/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL I lain untuk honorarium, penpgadaan bahan, alat tulis kantor, celal/stensil,

perSICIpCIn, pelcksanqon’ d(]n penyerCIhCIn hOSII DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN :I'cJ:.»:imm;nmqqﬁmlemn. rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses
[ ]

mengOCU pOdO Perdturan Menterl Keuangan TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUEK KEPENTINGAN UMUM | pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN | musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka

Nomor lIOIPMK'OZIZOlI6 tentang PerUbahan BELANJA NEGARA : penyelenggaraan pengadaan tanah bagl pembanpunan untuk kepentingan
Atas Perqturqn Menteri Keuqngqn Nomor I umum, (tidak termasuk untuk biaya ganti kerupgian dan jasa penilai
'y ¥ ¥ B F FE F F F F B F B F B B B B B B B B R B B BB B B BB B B |

(Rp2.175.000.000) + { 0,15% x (Milai ganti

kerugian tanah-Rp500 miliar|)

. . BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG Contoh:
II3IPMK’02I2013 tentang Blaya operGSIonaI PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH Penpadaan tanah bagi pembanpunan kepentingan umum dengan nilai ganti
BAG!I PEMEANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM kerugian tanah sebesar Rpl.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besaran

(]
Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan e o e S e s
PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL biaya operasional dan biaya pendulung (BOBF) adalah sebapai berilout:
o . ]
Pengadaan anah BCIgI Pembangunan UntUK BOBF = IRp2.175.000.000} + ( 0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah
Biaya Operasional dan Biaya Pendulkung untuk kegiatan pada tahapan RpS00 miliar))

L] L]
Kepentlngqn U u ang Bersumber Darl pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan (Rp2.175.000.000] + { 0,15% x (Rpl triliun - RpS00 miliar))
] : e 3 5 3 £ 2 - .
Anggqran Pendqpqtqn Dan Belqnjq Negarq dimulai dari 4% [empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanalh sampai (Rp2. 175.000.000] + { 0,15% x Rp500 miliar|

e s ey s Ade e O Q00 D00 i e viliar -1 13l _ L i 2 TR
dengan atau setara dengan Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Rp2.175.000.000 + Rp750 000000
pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut: i Rp2.025.000.000

s.d Rpl0 miliar = | (4 % x Rp10 miliar |

[ { —— == e
| i atas RplQ miliar

= 'm0 [ 14 0L (=4 i
BOBP PenYeIenggdraan s.d Rp15 miliar (Rp400.000.000) + (3% x RpS miliar) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
— - — { l ttd.
|2 mins Rplh midiar BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(Rp550.000.000) + (2% x Rpl5 miliar}

Pengadaan Tanah

| 5.d Rp30 miliar _
Salinan sesual dengan ashnya
Kepala Biro Utniuim
Li ]l_
Kepala Bapran-HH-Kementerian

Di atas Rp30 miliar

(Rp850.000.000) + { 1% x Rp20 miliar)

s.d Rp50 miliar
/"\ | Di atas RpS50 miliar | _ . _ _ o ":h-/
(Rp1.050.000.000) +{0,50% x Rp50 miliar) . i
| GIARTO. .-
I NIF 19590420 1984021001

5.d Fpl00 miliar [

Di atas Rpl00 miliar | | ) -
e = (Rpl1.300.000.000) + {0,25% x Rpl30 miliar)
s.d Rp250 miliar

Di atas Rp250 mi]j-.L:rE s . e
- (Rpl1.675.000.000f +{0,20% x Rp250 miliar)

s.d RpS00 miliat |
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* Pembentukan Tim

* Pemberitahuan Rencana I(onsul_t o Penetapan PRGNV
Publik Lakasi Penetapan

Pembangunan Rencana p bﬂ = Lokasi

o i embangunan
Pendataan Awal Lokasi Pembangunan o Pembangunan
Rencana Pembangunan

NN N N N N L R N N 089
Tim Persiapan : Persiapan Pengadaan Tanah :

» Bupati/Walikota

» Perangkat Daerah Provinsi

» Instansi di Bidang Pertanahan
» Instansi terkait lainnya

> Sekretariat : Sekda Provinsi

% @ kanwilbpnsulut_ o 0 Kanwil BPN Sulawesi Utara

Pemberitahuan Rencana Pembangunan
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
Penetapan Lokasi Pembangunan

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan
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)© BIDANG PENGADAAN TANAH bangga

>
DAN PENGEMBANGAN cae ° melayani Be rAKH LAK
KANWIL BPN PROVINSI SULUT ve r I f I ka s I D P PT bangsa  noi e oot

« . Gubernur membentuk Tim Verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak e e T —
~ diterimanya DPPT AR PR O 555 FeErERT SO A RERTS : :
BAB XII PENUTUP
Izi DPPT,/Uraian Lengkap (Tidak | Keterangan
(] oge L] alaman Kata Pengantar dan (“_"lt!ti_ ATy . . Hasil verifikasi Z]t.'Tlf_"kH'Plu'l‘l]'d.':lk ]tfl'!;'.’,kﬂ'p').
Susunan Tim Verifikasi : T T ——
e asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat Dot G ke ada] Rt s ciblam RHHD
. . . Daftar Lampiran CAP dan TTD
yang ditunjuk sebagai ketua; 28 DALY |
e perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan BiAD If KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA ROANG WILAVAR i
bagai sekretaris merangkap anggota; N T T —
se , B Kescsusian Dengan Rencana Prioritas Pembangurian
e Unsur biro pemerintahan sekretariat daerah sebagai anggota; 1 encan fembin g g Menerah e kot i
e unsur biro hukum sekretariat daerah sebagai anggota; dan < Dotcumen Provek Siraiegis Nasional
. . . BAE IIl LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN 5 g
* unsur dinas terkait sebagai anggota. & Yiaysh sdminiairul fooret uang tdak perts
C': Titik klnm'l;ijnﬁ.t -l:.lﬂ.lﬂﬂ bidang
D. Analigis kelavakan lokasi
BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHEAN
° ° ege ° A, Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi
Tugas dqu Tlm verlflkqs' : Bg;:;j::‘::f:lhiquhﬂﬁ luas tanah irﬂclurl..lhan
e melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari Instansi yang A Pengussaan, pemilian. penggunsan, dan pomaniaaian fanal
B. Bangunan dan tanam tumbuh
Memerlukan Tanah; dan i PRRKIRAAR SR AR PELARSAVAAN PN
* menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah A_Ferkiran wakis yang Giutuhan trkai dengan ahon angzaran
. .re . . . Jadwal kegiatan serta perkiraan wakiu pelaksansannya.
dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya. O PEMBANGUNAN e
BAB VIII PEREIRAAN NILAI GANTI EERUGIAN
A, Tanah

B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah

Keterangan: E Bd —— — ——
v . . o 5 . - 1 ﬂ._‘-f‘{’.l_lﬁ_}f‘!' altan engan tanah F.l.L‘.l,u'i’.'.F.l.L'l {ErUglan lain vang
Verifikasi DPPT dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari. e e e e T
Bﬁ;alt;;ié;é;;:& PENGANGGARAN
A Beaaran Dana Rincian Alokasi Dana untuk Peraiapan, Pelaksanaan,
Penverahan Hasil, Administrasi dan digitalisasi dokumen
Dalam hal materi muatan DPPT telah sesuai dan lengkap, Tim Ty S ———
. . . o S ..EI‘.".:I Aant CJ‘L‘IE!'.ED _
Verifikasi melaporkan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk E S bevsces & Pengaien.

ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Persiapan

Keterangan: “tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No

Tim Verifikasi DPPT dOpOt mengemp q"kq.n DPPT.dGIGm hal: 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Il Persiapan
* salah satu muatan wajib DPPT tidak dipenuhi; dC]n/CItCIU Pengadaan Tanah Pasal 31 s.d. Pasal 35 dan Lampiran VI

e jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan

kanwilbpnsulut_ o 0 Kanwil BPN Sulawesi Utara




Gubernur membentuk Tim Persiapan dan ditetapkan
dalam SK Gubernur paling lama 5 hari sejak DPPT diterima

Keterangan:

Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan
dibentuk sekretariat yang berkedudukan di sekretariat
daerah provinsi.

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No
19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Il

Susunan Tim Persiapan:

asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat
yang ditunjuk sebagai ketua;

kepala biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi atau
pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota;
unsur biro hukum sekretariat daerah provinsi sebagai
anggota;

bupati/wali kota di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
unsur perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan
pertanahan sebagai anggota;

kepala bidang yang membidangi urusan Pengadaan Tanah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota;
unsur perangkat daerah provinsi terkait sebagai anggota;
camat di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; |
lurah/kepala desa atau nama lain di lokasi Pengadaan Tanah
sebagai anggota; dan

unsur instansi teknis terkait lainnya sebagai anggota.

Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 36 s.d. Pasal 38 dan Lampiran VII

% @ kanwilbpnsulut_ o 0 Kanwil BPN Sulawesi Utara

Pembentukan Tim Persiapan

bangga

melayani
bangsa
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iTugas dari Tim Persiapan :

e melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
e melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
e melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
e menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;

e mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
e melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah

VIL FORMAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM
FERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

KOP INSTANSI
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ..
ROMOR .....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ... DI ...
GUBERNUR /BUPATI/WALI KOTA ...

bahwa sesual amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah
MNomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan ... gubernur/bupatifwali kota
melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan
Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat
setelah  menerima  Dokumen  Perencanaan  Pengadaan
Tanah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan ..
(Instansi yang memerlukan tanah) Nomor ... tanggal ...
hal penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

b

Menimbang : a.

ZbiLT]
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksue
dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk
dengan Keputusan GubernurfBupat:
Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ... di ... (lokasi letak
tanah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bag Pembangunan Untuk HKepentingan Umum
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4HE4);

2. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Megara Republik
Indonesin Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NI'U:]IJ] R(‘]uth!lk Indonesia Nomor 5587);

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

T3)

Pemenniah Nomor 19 Tahun 2021 teniang

garaan Pengadaan Tanah Bag: Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65631);

5. Peraturan  Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan  Pelaksanaan Proyek Strategis Masional
sebagatamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tetang
Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2016; fapabila masuk delam PSN)

6, Peraturan Menteri Ag a dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor ...Tahun wee TEAILADTE
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR /BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN
SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN ... DI DESA; KELURAHAN f
KECAMATAN .../ KABUPATEN/ KOTA _..f PROVINSI ...

Menetapkan

KESATU : Membentmuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembanpunan ... di ..., dengan
Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA s Tim Px';_':l.'lpiln Eﬁr‘hilj:_ill!n-ll::l. dimaksud dalam Dektum
I &

n pemberitahuan réencana pembangunan;

n pendataan  awal lokasi rencana
3 n,

c. melaksanakan
pembangunan;

. :::e':wmpkrln !‘r'p:'|r||m:| Lokas: ]'.:-1::!1;1:1&:1|r:a||:,

e,  mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan
Lififk kl'iw:ﬂj:lwn:l umsim: dan

f. melaksanakan m%.'us lain ymeng terkait persiapan
Pengadann Tanakh bag - ANEUNAN 1k

Konsultasi Publik rencana

kepentingan umum  yang ditugaskan aleh

pubenur bupati fwall kota.

KETIGA ¢ Sekretanat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas
Tim Persiapan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Inastansi yang memerlubkan

tanah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila i kemudian har terdapat
kekelir
mesTiny.

ikan  diadakan  perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di......... pada tanggal ...
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA .......

CAP dan TTD

Tembusan
1.Gubermur/ Bupatif Wali kota .........; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerhukan tanah;

Lampiran Keputusan
{'n|I:-|-r|:1||:,-'!i;|||.'|'||..'\.\'.'|!:| EKota .....

Nomor
Tanggal
Susunan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan
Pengadaan Tanah Pembangunan ...... di .........
Nama/Jabatan Jabatan dalam tim Tugas
F 2 3
Pelaksana Pengadaan
Tanah
| PSRN e
- sekretaris
c, P OO AngEnta
W i Angpota
v i fAnggota

Bekretariat Pelaksana
Pengadaan Tanah

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ........

CAP dan TTD
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Pemberitahuan Secara Langsung Pemberitahuan Secara Tidak Langsung

Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan
rencana pembangunan kepada masyarakat X
pada lokasi rencana pembangunan, yang
memuat Informasi mengenai :

FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASL XIL FORMAT PEMBERITAHUAN MELALUI MEDIA CETAK DAN/ATAU
MEDIA ELEKTRONIK

KOP INSTANSI

BERITA ACARA KOP INSTANSI

SOS8IALISAS] PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN ..._............

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

M KABUPATEN/KOTA ...............PROVINSI ..._._..........
e maksud dan tujuan rencana NOMOR: ..
. NOMOR: .....cocoovnen.
pe m bCI ng U n O n, Pada hari ini ...... tanggal ..... bulan ..... tahun ......, telah dilaksanakan
kepiatan sosialisasi pemberitehuan rencana pembangunan ... terletak di Sehubungan dengan rencana pembangunan..... yang akan dilaksanakan di
® IetCIk thOh dCIn IUOS to nOh YCI ng Desa/Kelurshan ..., Kecamatan ..., Kebupaten/Kota ... Prowvinsi ......, Desa/Kelurahan......, Kecamatan......, Kabupaten/Kota ...... Provinsi ......,
yvang dihadini oleh Tim  Persispan  Pengadasn Tanah, Instansi yang bersama ini diberitabukan hal-hal sebagai berikut:

. rencana pembangunan ... a. maksud dan tujuan rencana pembangunan
e tahapan rencana Pengadaan Tanah; S |
Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurshan ......, | | e
[} Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...... Provinsi ... b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan

dibutuhkan;

perkiraan jangka waktu pelaksanaan

Memerlukan Tanah dan masyarakat yvang terkena dampak di selatar lokas:

b o . ali . L | .
Materi yang  disampaikan dalam sosialisasi pemberitshuan rencana i tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah;
¢ perkiraan jangka Waktu pelaksanaan :i. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;

pembCI ngunCIn; ddn ) ::l Zj:iizr? zti]:ldanizz1]:::;;11?:::::12:1;,adaan Tanah: E. perk_uaan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
e Informasi lainnya yang dianggap perlu. :

Pembangunan ................ meliputi:
: maksud dan tujuan rencana pembangunan;

perkiraan jangka waktu pelaksanasn pembangunan;dan | e

informasi lainnya yang dianggap perlu. f.  informasilainnya yang dianggap perlu
Hasil sosialisasi pemberitahuan rencans pembangunan berupa notulen

dan daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan wntuk dapat | ey tanggal_.... bulan..... tahun.....
dipergunakan sebagaimansa mestinya.

Pemberitahuan Rencana Pembangunan
..................... (Jabatan struktural)
selalm

... [Jabatan struktural) Pejabat Instansi yang Memerlukan Ketua Tim Persiapan,

o Tanah
selaku CAP dan TTD
Ketua Tim Persiapan,
. CAP dan TTD
CAP dan TTD G Nama........
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEENEENEEEENEEEEEEEENEENEEEEEEEEEEEEEEER
MNama......

Mama.. ...

e Pemberitahuan melalui media cetak dilaksanakan
melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional
sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.

Pemberitahuan melalui media elektronik
dilaksanakan melalui situs (website) pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau
Instansi yang Memerlukan Tanah.

= Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dituangkan dalam
:berita acara sosialisasi yang ditandatangani oleh
. ketuo atau anggota perwakilan yang ditunjuk dan
. 3 (tiga) orang perwakilan peserta sosialisasi.

Secara Tidak Langsung
e Media Cetak
e Media Elektronik

Secara Langsung:
* Sosialisasi dengan Tatap Muka
* Sosiaslisasi dengan Virtual

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Il Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 39 s.d. Pasal 44 dan Lampiran X dan Lampiran XlI
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Pendataan Awal adalah Kegiatan pengumpulan data
awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Plhok yang Berhak:

e perseorangan;

e badan hukum;

e badan sosial;

e badan keagamaan;

¢ Pemerintah Pusat;

e Pemerintah Daerah;

e pemerintah desaq;

e Bank Tanah;

e badan usaha milik negara;

e badan usaha milik daerah; dan

e badan usaha milik desa yang
memiliki atau menguasai Objek
Pengadaan Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pendataan awal Ilokasi rencana
pembangunan dilaksanakan oleh Tim
Persiapan atas dasar DPPT dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh)
Hari.

Pendataan Awal Lokasi Pembangunan

bangga

melayani

bangsa

Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan

¥

>
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

XVL FORMAT DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH
DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ........ G| IR
SR Sy Benda Lam yang
Tanah H_u'"'hj "_[_']5 .I.:':_':’.t_' Bangunan Tanaman Berkaitan Dengan | Pembe- .
dan Bawah Tanah o Perkiraan
e s Menguasan f Tanah baran SRR
[ £ AU g menggarap / Surat Halk CMUBES et
Berhak EE F HM terhadap
eIy ewWa NIB Ll Siamns ¥) Tanda Luas H:::‘u:iu:' i Luas Jenia Jimm- Jenis Jum- Jends Jum- alas Tanah
- Bukti/Alas | {m¥) "1|1|-:|\"-1- o : lah o lah o Lak Tanah o
Halk = 2
2 3 4 5 B 7 8 9 I 11 iz i3 14 15 16 17 18 19
a. Mama a. Nama a. Desaf M/UBf Sertipkat/ a. rumah a. tahunan a. terkena
b. Tanggal b. Tanggal Kelurahan Ly I"vl"[HL_.' garile fletter lirggal b. musiman selurub-
Lahir Lakir b. Kecamatan latnnya c/akta jual b. rumah nya
c. Pekerjaan . Pekerjaan i f usaha b, terkeéna
d. Alamat d. Alarmat lainnya €. rumah sehaglan
. NIK/No. e, NIK/No. Lk c. laimmya
KTF KTF d. rumah
kean o
v a. Nama a. Nama a. Desga/f M/UJBE/ Sertipakat/ a. rumah a. tahunan a. terkena
b. Tangmal b. Tanggal Kelurahan Ly |"\l"l'HL_.' gareke e ptet LAl b. musman g hirah-
Lahar Laaku k. Kecamatan Lnnya cfakia jual k. rumah Ly
c. Pekerjaan . Pekerjaan bt f usaha b. terkena
d. Alamail d. Alarnat lainmya . rumah sebagian
e, MNIE/No e, NIK /Mo, Lok c. lamnya
KTE KTP d. rumah
Kan o
st
........... tanggal..... bulan..... tahun.....
____________ cieeeeeo. (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,
CAFP dan TTD
(Nama)
Keterangan :
*I} M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L. = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL= Tanah bukt:
tertulis hak lama

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Ill Persiapan Pengadaan

Tanah Pasal 45 s.d. Pasal 56 dan Lampiran XVI
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Tujuan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan adalah untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak,
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak

° ° ° . . ° ° 8.8 FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PEMBANGUNAN
Materi yang disampaikan dalam Konsultasi Publik meliputi : : . :
: Bagaimana jika masih terdapat
e maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk KOP INSTANSI 49 J pat
Kepentingan Umum:; A AR pihak yang keberatan atas lokasi
e tahapan dan waktu ’proses penyelenggaraan Pengadaan e e e rensand pembongunon pada
Tanah: Konsultasi Publik ulang?
! Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ........ tahun ........, bertempat di
e peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; e P e e
* insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak; . Provinsi ......, dengan hasil sebagai berikut:
— Objek yqng din"CIi G(Jnti Kerugi(]n; 1. Jumlah peserta yang hadir ... orang.
» bentuk Ganti Kerugian; dan g otang epen et i aata e i)
.. . S - SeRe . ' melaporkan
3. Jumlah Pihak vang Berhak/Kuasa yang tidak sepakat/keberatan dengan
* hqk dqn keWGJIbGn Plhqk yqng Berhqk’ PengeIOk] Borong Tencana lukasi} pciibangunan Drangg:t scpcrtip tcr;f{but datlarn da?tar keberatan kep0d0 G.Ubern.l:“‘ membentuk
dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terlampir. gubernur Tim Kajian Keberatan
4. Jumlah Pihak yang Berhak /Kuasa yang tidak hadir dan dianggap sepakat
terkenq dompq k dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam
daftar terlampir.
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEE
" Hassil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam . ipergunaan schamiman et dibuatuntie - dapar ‘
= Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi - ' , y
- embandunan . Tim Persiapan Pengadaan Tanah Gubernur Tim Kajian Keberatan melakukan
- P 9 ) - Nama Tanda Tangan mengeluarkan surat inventarisasi, pertemuan dengan
AN EE NS EEEEEEE SN EEEEEEEEEENEEEEEEEEENEEENEEEEEENEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEJ ‘];l; diterimaotqu pihakyqngkeberqtqn,dan
= — ditolaknya keberatan membuat rekomendasi
Berdasarkan hasil kesepakatan, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan
. . . . Pihak yang Berhak .
permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur paling lama 5 (lima) Hari. o Sepatar Ak sepalat :
— &
Dalam hal Konsultasi Publik masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya g
9 yang tidak sepakat atau keberatan atas Iokasi rencana pembangunan *Jcoret yang tidak periu o )
dilaksanakan Konsultasi Publik ulang. Dilanjutkan Penetapan Lokasi
> BA KESEPAKATAN
memlbatalkan rencana pembangunan

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Ill Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 59 s.d. Pasal 69 dan Lampiran XX
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Format Penetapan Lokasi Pembangunan

Penetapan Lokasi diterbitkan oleh gubernur dalom jangka waktu paling lama
14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari

XXV, FORMAT PENETAPAN LOKAS] PEMBANGUNAN

. . KOP INSTANSI Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
d I k I k b 7. Peraturan Gubeérnur/BupatifWali kota ...... Nomor ...
IY M T e n g O n m e O m p I r G n petG O G S I pe m d n g u n O n KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA .. tentang ... [Peraturan ‘.('I'k‘ll.i'[ Pengadaan Tanah apabila
NOMOR: .......... ada).
TENTANG MEMUTUSKAN:

PENETAPAN LOKAS] PEMBANGUNAN ... DI ...
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG

i . I -l rr 3, g 2, =1
Menimbang: a bahwa sesuai a::nanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN .............. DI
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Tanah Bagi | :_mbm?gu:mn Untuk Kepentingan Umum, KABUPATENKOTA _._... PROVINSI ...,
gubernur/bupati/wali kota menetapkan Ilokasi rencana
pembanpunan untuk kepentingan umum; KESATU : Menetapkan lokasi Pengadaan Tanah pembangunan ..
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENR b. bahwa untuk menindnklnnjuii surat permohonan ... seluas ... m? dengan rincian sebagai berikut:
] : (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor .... tanggal ........ 1. Kabupaten/Kota ...
M H M H H H hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan ... a. HKecamatan ...
[ ]
= Keputusan Penlok disampaikan oleh IYMT kepada Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari - oA s i, oMt s e B 1} Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m?
] . . = Kabupaten/Kota ...... Provinsi ..., berdasarkan hasil 2)
[ ] Setelqh PenetCIpCIn LOkGSl dlul | Iul [ Ikon - kesepakatan Konsultasi Publik vang telah dilaksanakan b.  Kecamatan ...
- . oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah i 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas .. m®
A EE I NI NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEE NSNS NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN NN NN NN EEEEEEENEJ G bahwa berdasarkan pertimbangan szebagaimana dimaksud 2Khjl't'"'-i{l'
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan i 3 uﬁd‘i]:' U:
o s amn - a. ecamatan ...
Gubernur/Bupati/Wali Kota Tﬂ-"m”_g, Penetapan Lokasi I} Desaf/Eelurahan atau nama lain ... seluas ... m?*
o o o Pembangunan ... di...... (Lokasi Letak Tanah); 2)
Jangka waktu penetapan lokasi Permohonan perpanjangan jangka . b Kecamatan .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas . m?

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum a

° . o
berlqku untuk 3 (tlgq) tqhun Wq ktu PenIOI( dlsertal : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ﬁllh:|L_'..'|ir;:zlu‘;;1"F-’|--|;| lokasi pembangunan terlampir
A A . 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884); KEDUA K san Pe an Lokasi sebagaimana dimaksud pade
dan dapat diperpanjang 1 e keputusan Penetapan Lokasi i T R T B T T, Wi e e it S
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

(satU) ka Ii u ntu k puling Ia mq 1 ® pe rti m bG n g G n pe n g Gj u G n Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran KETIGA : Biaya vang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan
i 3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanah.
(sqtu) tahun. perpqnjongqn (Olasqn [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor

O O 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia KEEMPAT » Keputusan  ini mulai ht:t].’:ku pada [il.ﬂh'}_‘:il.l I..iil.i".."lp]'iilr!.
e n (] u G n e r G n O n O n d Otd Nomor 6573): denpan  ketentuan apabila di kemudian hari  terdapat
! 4.  Peraturan Plemevrintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Ditetapkan di
s r B 5 lapkan i .........
Keterqngon° Penquqqn Tanqh yqng telqh Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran pada tanggal ...

Dalam hal IYMT akan dilaksanakan, dan data sisa Negara Republik Indonesia Nomor 6631); T S

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 {entang

m H m Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional 5
enga.IUkan per Ohonan tanah) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Al I
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tetang Nasii. ...

perpanjangan jangka Waktu, Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

4 lapabila masuk d&'ll:l.'!.nl I"h[}li _ i .
maka IYMT mengajukan ke Keterangan: R s kel M o TeE L e
. . . Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Gubernur 6 bulan sebelum Perpgnjangan pen[ok diterbitkan Tahun 2021 tentang Penyelenggarnan Pengadaan Tanah e

jangka Waktu PenIOk paling Iama 7 (tujuh) Hari Sejak . Gubernur, Bupati/ Wali Kota .........; ([menyesuaikan)

. Pimpinan Instansi yang memerlulkan tanakh;
pembangunan berakhir. diterimanya pengajuan permohonan

. Kepala Kantor Wilavah BPN Provinsi ......;

. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .......;

. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah ... ;
. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah ...;

. Yang Bersanglkutan.

=1 b Wbk -

Keterangan:
Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-
undangarn yarg berlak.

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Bab Il Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 70 s.d. Pasal 72 dan Lampiran XXIV
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Ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberikan
rekomendasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk :
melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan
Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan
tanahnya.

Dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar Penetapan - Q 0
Lokasi, gubernur melakukan perubahon/revisi terhnadap Penlok : ' Q :

Perubahan/revisi Penlok dilakukan berdasarkan rekomend03| "
ketua P2T dan berita acara perbaikan dan/atau
pemutakhiran DPPT

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Ill Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 70 s.d.
Pasal 73 s.d. Pasal 74 dan Pasal 78 s.d. Pasal 79
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Pendelegasian Persiapan
Pengadaan Tanah

Gubernur

e e
Bupati/Walikota ﬁgﬁ __}/“‘

v

didelegasikan berdasarkan
pertimbangan efisiensi, efektivitas,
kondisi geografis, sumber daya
manusia, dan pertimbangan
lainnya yang ditetapkan melalui
penetapan gubernur.




BIDANG PENGADAAN TANAH bangga
DAN PENGEMBANGAN melayani BerAKHLAK

Berorien_tc:si Pelayanup Akuntcbel_ Kompeten
KANWIL BPN PROVINS! SULUT Pengumuman Penetapan bangea i
Lokasi Pembangunan
g HEWL FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN LOKAS]I PEMBANGUNAN
EOP INSTANSI

GUbernur bersama InSthSi yong MemerIUan andh mengumumkdn PENGUMUMAN PENETAPAN LOKAS]I PEMBANGUNAN ... DI ...
Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Nomor: ..

Tanggal: ...
Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ... Nomor
.. tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk .. di ..,

denpgan ini disampaikan sebagai berikut:
A.  Peta lokasi pembangunan;

Pengumuman Penlok -.........p Pengumuman Penlok
Pembangunan dilakukan

. B. Maksud dan tujuan pembangunan;
selama 10 (sepuluh) hari '
s i
¥ Ao oz
C. Letalk dan luas tanah lokasi rencana mhbangunan;
dée 8 S—
Rl . 1. Kabupaten/Kota ...
»‘ » . 4 i g. HKecamstan ...
' j 1} Desaf/Kelurahan atau nama lain .. seluas ... m#
2}

b. Kecamatan ...

{1} DesafEelurahan atau nama lain ... seluas ... m*
2 ...
2.  Kabupaten/Kota ..
4. Kecamatan ...
i} Desaf/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m?

. . F nze
dltempqtkqn dl kontor diumumkan meIOIUi = }frcangf;z?ﬁ;lurahan atal nama lain ... seluas ... m®
kelu rd hqn/deSG, kd ntor keCO mqta n, media Cet(]k d(]n/(]tau D. Ftrk]r&an:EJLngi;_;l waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
dOn/OtOU kG ntor kC| bu pdten/kOtG media elektronik E. .i'-"l:‘?-l'k]IEan jangka waktu pembangunan.

dan di lokasi pembangunan

Demikian Pengumuman untuk diketahul dan apabila terdapat Pihak
vang Keberatan dapat mengajukan pugatan ke Penpadilan Tata Usaha Negara
setempat paling lambat 30 [tpa pulubh) han kerja sejak dikeluarkannya

> PENGUMUMAN PENLOK penciapan lkas

..................... [Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,

CAP dan TTD
Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 |
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab lll Persiapan Pengadaan :
Tanah Pasal 76 s.d. Pasal 77 dan Lampiran XXVI
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KANWIL BPN PROVINSI SULUT

Skema Tahapan Pelaksanaan dan Peneyrahan Hasil

03 Tahapan Pelaksanaan

Instansi Yang
922" Memerlukan Tanah

Permohonan Ke Kanwil Pembentukan Pembentukan Satgas A Inventarisasi & Daftar Nominatif &
BPN Pelaksana Pt &B Identifikasi Peta Bidang
| 14 Hr t
Berita Acara
Penyerahan
Hasil
Dokumentasi

~ Pelepasan Hak " - —
DII';:;M Pemberian Gantl Musyawarah Bentuk Penaksiran Ganti
Kakantah Rugi | "Ganti Rugi Rugi Oleh Penilai

Tahapan
Penyerahan
Hasil

JW Putusan 30 Hr

{ JW Putusan 30 Hr

> 0 Kanwil BPN Sulawesi Utara Z




=y BIDANG PENGADAAN TANAH bangga )
P DAN PENGEMBANGAN melayani BerAKHLAK
- .j‘ ban sa Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
. @\;V KANWIL BPN PROVINSI SULUT g Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

S 3. Pengumuman
1. Penyiapan 2. Inventarisasi Daftar
Pelaksanaan dan Identifikasi

4. Penetapan

rana Penilai dan
Nominatif dan Penilaian KJPP

5 hari 30 hari Peta Bidang 30 hari
14 hari

@

8.Penitipan 7. Pelepasan Hak 5. Musyawarah pic
Ganti Atas Tanah dan 6.Validasi # Penetapan Bentuk y 9.

) : : S . tanah pengganti,
Kerugian Pemberian Ganti 17 hari (g:":; :;;::E::h} . permukiman kembali,

14 Hari Kerugian 30 Hari 30 hari kepemilikan saham, atau
| . bentuk lain yang disetujui
l oleh kedua belah pihak.
10. Pemutusan
9. Penet
Pe:;:diilizin Hubungan Hukum

Hari antara Pihak yang
20 Han berhak dengan Objek

*) Bentuk Ganti Kerugian:

11. Pendokumentasian
Peta Bidang, Daftar
Nominatif dan Data

Administrasi Pertanahan

Pengadaan Tanah




“dG%Y, BIDANG PENGADAAN TANAH bangga >
Q( DAN PENGEMBANGAN o # melayani BerAKHLAK
! :"E’ Pe nyiapdn Pelaksanaan bangsa i conee

Pengadaan Tanah

KANWIL BPN PROVINSI SULUT

Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang digjukan IYMT kepada VL FORMAT & LEMBAR =~ VERIFIKASI DOKUMEN = PERMOHONAN
KGanWIl dllc’mplrkqn dengdn: LEMBAR VERIFIEAS] DOKUMEN PERMOHONAN
) DPPT Letak PI-:'.L:II{H:"LN:'\.‘.-E._'jJ“l?‘.Ji_'tNL'}:‘ILI_}.-L-"L["-I TANAH PEMBANGUNAN ............
e Dokumen Tahap Persiapan: SK Penetapan Lokasi; data awal pihak yang Luas
berhak dan objek pengadaan tanah; data awal masyarakat terkena Surat Permohonan
dampak; berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Tanggsl : .
Publik ; dan surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah. g e e I A
e Surat pernyataan Izin alih status penggunaan/pelepasan kawasan hutan,
aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset 3. Kaputaers Pemctepen Lkl dongee dlnngin e :
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, atau BUMDES T T e Rk g ORk P :
- Surat pernyataan kesiapan dan/atau dokumen anggaran yang telah e v
mengalokasikan BOPP dan anggaran Ganti Rugi " Sanah ari pimpinen Tnetnai yang Memerhan |
Dokumen

ITT. Surat-Surat Lainnya
1. Surat persefdjuan pelepasan kawasan hutan atao

Keterangan: PersetUjUan pEngElaraan kawasan hutan; . permOhonO n

lmn alh [ungs: lahan pertaman pangan berkelanjutan; I

e Dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dibuat dalam i pelepnoan tanah wokal : pelaksanaan
rangkap 3 (tiga)

e [YMT memaparkan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah di

l=n pelepasan tanah ulayat; I
lan pelepasan/alih status penggunaan tanah aset I Pe n g O d G O n TG n G h
Pemerintah Pusat,

wn pelepasan tanah aset Pemermtah Daerah;

l=n pelepasan aset Bank Tanah; diverifiKOSi OIeh

|k

e

hadapan kepala Kantor Wilayah }EE:::_.‘ff"‘LE.’JIT]i“Zaf‘.fl';',ﬂ_‘.'"fi.’.'i,.hf.‘.‘."u“ badan ussh milk| kepala Kantor
" angaran yang  telah mengaickasikan biaya| Wilayah selaku ketua
operasional dan biaya pendukung serta anggaran

Ganh Beraguan.

permohonan dinyatakan lengkap, Kakanwil membuat BA pelaksana

. Haail verifikasi : lengkap ftidak lengkap®). Penquqqn anah
penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah
...... tanggal ... bulan ... tahun ... Gtou dO pqt
2 o Pejabat yang membidangi o .

Q permohonan dinyatakan belum lengkap, berkas permohonan ,c,,,'j’,f,‘.';1‘.{,f,’;ﬁf;'j”;‘;:',i'_{-",,',",‘j:.",‘,’,i";__ menunjuk pejabat
: dikembalikan ke IYMT T yang membidangi
e e urusan Pengadaan

") corel garng tidok periu

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Tanah
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab |V Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 81 s.d.
Pasal 85 dan Lampiran XXVIII
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KANWIL BPN PROVINSI SULUT

Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)

Ketua merangkap Anggota : Kepala Kantor Wilayah
Sekretaris merangkap Anggota : Pejabat Fungsional Bidang Pengadaan Tanah
Anggota:
e Kepala Bidang Pengadaan Tanah
» Kepala Kantor Pertanahan
* Pejabat perangkat daerah provinsi setingkat Eselon Ill yang menangani urusan pertanahan
e Camat
e Lurah/Kepala Desa

Keterangan:
Pelaksana dapat melibatkan perangkat daerah terkait sebagai anggota

¥

Kakanwil dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan di lokasi rencana Pengadaan Tanah sebagai ketua pelaksana
Pengadaan Tanah dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan/atau sumber daya manusia.

¥

Ketua merangkap Anggota : Kepala Kantor Pertanahan
Sekretaris merangkap Anggota : Pejabat Fungsional Seksi Pengadaan Tanah
Anggota:
e Kepala seksi Pengadaan Tanah
e Pejabat perangkat daerah kab/kota setingkat Eselon IV yang menangani urusan
pertanahan
e Camat
e Lurah/Kepala Desa

Pelaksana dibantu oleh sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah.

% 0 kanwilbpnsulut_ o 0 Kanwil BPN Sulawesi Utara

Pembentukan P2T dan SATGAS

an a )
#?nelg)?ani BerAKHLAK
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Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah

Satgas A untuk pengukuran
dan pemetaan Objek
Pengadaan Tanah, dapat
melibatkan surveyor berlisensi

Satgas B untuk Pengumpulan
data pihak yang berhak dan
objek pengadaan tanah, dapat
melibatkan penyurvei berlisensi

v v

Output : Peta Bidang Tanah Output : Daftar Nominatif

Keterangan :

Sebelum melaksananakan Inventariasasi dan Identifikasi, Panitia melaksanakan
Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek
Pengadaan Tanah

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 86 s.d. Pasal 95




" BIDANG PENGADAAN TANAH bangga

)
DAN PENGEMBANGAN . . e . melayani BQI’AKHLAK
xnwieen rrovinsisur  Pelaksanaan Inventarisasi dan Ildentifikasi bangsa SRR

Inventarisasi Satgas A Inventarisasi Satgas B

O FORMAT PETA BIDANG TANAH

CETA BIDANG TANAL * namga, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;

* Pengukuran dan pemetaan batas kelilingz | (nama kegiatan Pengadaan Tanah) e nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak

. . NOMOR: e
lokasi Pengadaan Tanah sesuai Penetapan e bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman,
Lokasi; . _ dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
. Pengrt]Jkuron dan pkeénTtGOn bidang per ildong e letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
tana yqng mMasu aiam PenetOpOn Lo OSi; e status tqnqh dqn dokumennyq-
* Mengolah data hasil pengumpulan data fisik e jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
Objek Pengadaan Tanah dan memberikan o

pemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, dan atau benda lain
yang berkaitan dengan tanah;

Peta Bidang Skala 1:1.000 |atau sesum kebutuhan) pembebqnqn HOk Atas TGnOh’ dcn

e ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah.

nomor identifikasi sementara (NIS); dan
e Membuat peta bidang tanah.

Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah yang OOV FORMAT DAFTAR NOMINATIF
I | DAFTAR NOMINATIF
terkena Pengadaan Tanah yang tldak Iagl dapat PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN ._........................ (nama kegiatan Pengadaon Tanah)
difungsikan dapat mengajukan permohonan kepada Sreni iy
ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk diberikan Uuish pes st peerinlm, O B
Ganti Kerugian Satgas A an | st | ey [ T = o : s
Eetiia menyews | NEB Letak Bt % | o eriree | i ol = F Jemin | SR |},_h,._1.II
CAP dan TTD S i e =
. . ° ° Nama oo | [ |emee | T o T_I_kln | &
bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih NIP. . ST :
dari 100 m? dapat diberikan Ganti Kerugian . . ) | A | ' e
bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari
100 m? pelaoksana Pengadaan Tanah T R e el ... AT ... paiii]
me I a ku kq N kqjlo N Untuk p«:];hu&ta]::. da.n.prngtsahan
atuan Tugas B
Ketua
TTD
Nama ............
NIP. e,

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Bab |V Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 96 s.d. Pasal 106 dan Lampiran XXXV dan XXXVI
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- BIDANG PENGADAAN TANAH bangga >
DAN PENGEMBANGAN . . e . # melayani BerAKH LAK
xanwiLeen provinsisuor  Pelaksanaan Inventarisasi dan Ildentifikasi bangsa ot e

Hasil inventarisasi dan identifikasi dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian

$

dilakukan pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau
nama lain, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.

&3

- Tidok ada Keberatan =@ : Ada Keberatan E
: Lanjut Penilaian . :Dllakukan tindak lanjut:
‘.............................; '..............."..............'
. “a Q
. Ketua pelokson;:i Pengadaan Tanah - ketua pelaksana Pengadaan Tanah menjelaskan =
Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang . melakukan verifikasi dan perbalkan - . alasan penolokcm yang dituongkon dalam -
Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan - terhadap peta bidang tanah dan/atau dCIftCII‘ . . berita acara benolakan keberatan i
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan = nominatif dan dituangkan dalam berita acara - . P "
PengadaanTanahpasal104s'd'Pasal106 :...............................................: ;..................................................:
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o
eﬂ“"”

7 =4 BIDANG PENGADAAN TANAH
0 m DAN PENGEMBANGAN

3

bR ——— Penetapan Penilai Pertanahan

e IYMT melakukan pengadaan jasa Penilai Pertanahan yang kemudian

an a )
#.‘?ne.%?ani BerAKHLAK

ba n Sa Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
g Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Nilai Ganti Kerugian

KESETARAAN DENGAN NILA
PASAR

= —=

= Kehilangan
pekerjaan/bisnis/alih
profesi
= Kerugian emosional (Solatium)
= Biaya transasksi
= Kerugian sisatanah & fisik

lainnya

ditetapkan dengan surat keputusan ketua pelaksana Pengadaan /
Tanah. Kerugian
e Penilaian ganti kerugian oleh Penilai Pertanahan berdasarkan daftar fisik
nominatif, peta bidang tanah, salinan DPPT l
* Nilai Ganti kerugian yang layak dan adil merupakan nilai pada saat :
pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan, bersifat final dan +
mengikat. I
e Hasil Penilaian disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan :
Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian :
Kerugian nr.m_=<
Objek Penilaian f‘f‘k
« tanah; +
* ruang atas tanah dan bawah tanah;
« bangunan 1
« tanaman .
« Benda yang berkaitan dengan tanah
Kerugian
o fisik/langsung
(Nilai Pasar)
[ Kerugian laim yang) dapat: dinilai Kerugian Non |
fisik/tidak ressneissnn
langsung

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab |V Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 107 s.d. Pasal 111
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= Beban masa tunggu untuk
masa waktu >6 bulan

= Beban masa tunggu <6
bulan

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nilai Ganti Kerugian seharusnya tidak lebih rendah dari Nilai Pasar Property




BIDANG PENGADAAN TANAH bangga >
DAN PENGEMBANGAN melayani BerAKHLAK

: - bangsa Gt e
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

KANWIL BPN PROVINSI SULUT

e Musyawarah  dilaksanakan  untuk KOP INSTANSI Besits. Acis enspaleanis
menyampaikan besarnya nilai Ganti E{ESEPAK_ftT.-ED]?EE:iRE[PE%&!{CEE;T] KERUGIAN D
Kerugian dan menentukan bentuk NOMOR: ...

PIHAK YANG BERHAK /KUASA

Ma. " —_— Keterangan
® ® . F : J : : a tangan ; ; :
Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ........ tahuan ... {dd/mm/yy], Urut e ks Setuju Tidak setuju
Gantl Keruglqn' telah dilakukan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Ftnga-;iaan 1 9 3 4 =
8 g Tanah Pembangunan.......... [nama kegiatan Pengadoon Tanah) vang berlokasi
e Musyawarah  dilaksanakan  sejak ai :
. . 1. DesafEelurahan @i, 3.
berita acara penyerahan  hasil Kecamatan oo i
abupaten/Eota = ...
pen”qK]n d|ter|mc| Oleh ketuq 3. Desaf/Kelurahan oo, PELAKSANA PENGADAAN TANAH
Keeamatan B S AR VA TR g
E ; ; Ket Mams TTD
pelaksana Pengadaan Tanah dalam | Kabupaten/Kota ctue ama
o o o o = Sekretaris Mama TTD
jang ka Wa ktu pallng Ia ma 30 (tlga BA antara Pihak yvang Berhalk denpgan Pelaksana Pengadaan Tansh, dengan hasil
. sebagai berilut: Angpota Mama TTD
UIUh) Hari I.  PIHAK YANG SETUJU -
p . Kesepq kqtqn Bentuk Ganti Kerugian Anggota Hama o
Y a. Uang, sebanvak ........ orang, nama dan besarnya nilai Gant
Dalq m hql belum terca pal Kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir; o

b. Tanah pengganti. sebanyak ......... orang, nama dan bentuk nilai
kese pq kqtq n, m U SYCIWCI rCI h dq pat tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir;
° ° ° ° .  Permukiman kembali, sebanyalk .......... orang, nama dan bentuk nilai
d I Iq ksa nq kq n Iebl h dq rl 1 (satU) kq II. permukiman kembali seperti tersebut dalam dafiar terlampir;
d. Kepemilikan saham, sebanyak .......... orang, nama dan bentuk nilai

Y % 1
kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir;
¢ Hqs“ pelqksqnqqn musyawqrqh e.  Bentuk lain berupa .. ... ..., sebanyak ... orang, nama dan
o ° bentuk ndlad ....ocoveiiennn..., Seperti tersebut dalam daftar terlampir.
dibuat dalam Berita Acara
. . II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU
Kesepakatan ditandatangani oleh ek Ganil Keniglan

a. Uang, sebanyak ......... orang, nama dan alasan ketidakberszediaan

seperti tersebut dalam daftar terlampir;
pelq kSG na Pengadoan TO nah dan b. Tanah pengganti, sebanyak ........ orang, nama dan alasan
ketidakbersediaan seperti tersebut dalam dafiar terlampir;

PihOk yO ng Berhak Gtau kuasanyo c.  Permukiman kembali, sebanvalk ... orang, nama dan alasan

ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;

d. Kepemilikan saham, sebanyal ... orang, nama dan alasan
ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
e.  Bentuk lain berupa ..................., sebanyak .......... orang, nama dan

alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 112 s.d. Pasal 114 TESLY,
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.ﬁv BIDANG PENGADAAN TANAH
\Q a!ﬂ’ DAN PENGEMBANGAN
\Q =

KANWIL BPN PROVINSI SULUT

Apabila Pihak yang Berhak
berhalangan hadir dalam
musyawarah, Pihak yang Berhak
dapat memberikan kuasa :

e seorang dalam hubungan darah
ke atas, ke bawah atau ke
samping sampai derajat kedua
atau suami/istri bagi PyB

e seorang yang ditunjuk sesuai PyB

e Pihak yang Berhak lainnya

Format
Suara Kuasa

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan
Pengadaan Tanah Pasal 113 dan lampiran XLVII

XLVIL FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ....._. tahun o (ddfmmfyy),

Yang bertanda tangan di bawah ini:
. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan
Alamat R T ey R TR T T
NIK fldentitas diri lainnya oo,
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.
II. Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Pelerjaan
Alamat B R e
NIK /Identitas dir lainnva | oo,
selanjutnya disebut Penerima KLL.:‘IH 1.

denpan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang tidd

dapat disubstitusikan kepada pihak lain.
KHUSUS

Untuk mewakili dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerupgian, at
Bidang Tanah vang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten /Kota
Momor Lembar Peta
MIB/MNomor Bidang
Luas b e e s mm it e DS
2.dst.
Demikian surat kuasa ind dibuat untuk dipunakan sebapgaimana mestinya.

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

[ Metera
TTD L ||k|:!:—‘ TTD

Nafma ...cconnen Nafma ..o

% O kanwilbpnsulut_ o 0 Kanwil BPN Sulawesi Utara

Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

bangga
melayani
bangsa

>
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Apdad saja bentuk ganti

kerugian?
Ny Uang Tanah Pengganti
F4i7a Permukiman Kembali .. Kepemilikan Saham
“ Bentuk lain yang disetujui

Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang
dilakukan oleh IYMT berdasarkan validasi dari
Ketua P2T dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari

Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang
dilakukan dalam waktu paling lama 17 (tujuh
belas) Hari sejak penyampaian hasil validasi

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Bab 1V Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 115 s.d. Pasal 127
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‘"‘\ BIDANG PENGADAAN TANAH bangga
Q.a’ DAN PENGEMBANGAN oy ® ° ° # melayani BerAKH LAK

KANWIL BPN PROVINSI SULUT Penltlpqn Uang Gantl Keruglan bangsa e e sunobel ompeter

Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal: Pengambilan Uang Ganti Kerugian

1) Pihak yang Berhak, menolak bentuk dqn/atqu Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri
beSGrnyo Ganti Kerugiqn berdasarkan hasil musyawarah SebCIgCIimOnCI dimaksud OngkCI 1, 2, 3 dilakukan oleh Pihak yang Berhak
dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri; dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

2) Pihak yang Berhak, menolak besarnya Ganti Kerugian
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah
Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

3) Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak
yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;

4) Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti
Kerugian: a. sedang menjadi objek perkara di
pengadilan; b. masih dipersengketakan kepemilikannya;
c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; d. e -
menjadi jaminan di bank EPengombiIon Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri

- sebagaimana dimaksud :

-angka 4 a dan b : Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di
-kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang
:telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian.

:angka 4 c : Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di
:kepaniteraan Pengadilan setelah sita diangkat.

:angka 4 d : Ganti Kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan
Esetelah adanya persetujuan dari pihak bank.

Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat
sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, pengambilan Ganti
Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Pihak
yang Berhak dengan surat pengantar dari kepala Kantor Pertanahan
setempat.

Pasal 99 PP 39 Tahun 2023

IYMT mengajukan permohonan penitipan Ganti
Kerugian kepada ketua PN paling lama 5 (lima) Hari
setelah menerima permintaan penitipan Ganti Kerugian

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan
PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Bab 1V Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 128 s.d. Pasal 129 dan Pasal 137, Pasal 139
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" BIDANG PENGADAAN TANAH bangga

>

QQH DAN PENGEMBANGAN melayani BQI’AKHLAK

- -/ o bangsa Gt ceme
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

KANWIL BPN PROVINSI SULUT

* Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah =
dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak DAN/ T, ShAlr, DIIATAU EEDASEDA LA vanc Kuasa Pihak yang Berhak dalam
kepada Negara di hadapan Kepala Kantor L e e pelepasan hak diberikan kepada
Pertanahan setempat atau pejabat yang I:::f,j:i:ff:Z:Tl:mBEMN S

ditunjuk dengan dibuat Berita Acara e

Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah. Narmat
e Dalaom hal Pihak yang Berhak berhalangan Pengacian Tandh beroga. scoidang " tangn “dongan Tiss e

D YR

k h k k | k ][:’IB];‘NIS . f:-angiur]mt:.._]__.t.__],."tz{aagmn.}_ﬁ._l__,.fh]:nda hem:[lse lain  yang seord ng doldm hUbunan darqh ke thsl
erkaitan dengan tanah®), terletak di DesafKelurahan......, Kecamatan......, . .
arena ukKum MAaKda pe aksanaadn Kabupaten/Kota ...... Provinsi ......, ke bawah atau ke samping sampadi

dengan ini menyatakan :

°

Pe I e pd Sq n H G k d I Ia ku kq n OIe h pe ng q m pu 1. bahwa say'a telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanah—dan/atau

bangunan danjatau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan

I. dengan tanah®) tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahlkan selurah

qtau Wq I alat bukti penguasaan/kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah tersebut
(terlampir) kepada Pelaksana Pengadaan Tanah,

() Pemutusan HUbungan HUKum Ontara Pihqk 2. bahwa saya telah menerima Ganti Kerugian berupa uang sebesar

Rp......../tanah pengganti....... /permuokiman kembali ... S kepemilikan

derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak
yang Berhak berstatus perorangan;

seorang yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar bagi Pihak
yang Berhak berstatus badan hukum;

yang Berhak dengan Objek Pengadaan 3. sayamenjarin babwa:

a. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak terkena sita dan tidalk dalam

° ° e -
Tonqh sejak dIIePGSKGn hak qtas tal1ahl1yq b. &Det:]zieul;‘;t:zzdiz]:mi;mah tersebut tidak dibebani dengan Hak

Tangpungan /tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun;

o DG I G m Pe | e pa S O n H G k O bj e k Pe n g O d G G n c. Objek Pengadaan Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada

pihak lain dengan cara apapun; dan

d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas Objek

Tanq h, pelq ksa nq Penquqqn Tq nah Pengadaan Tanah tersebut.

4. Apabila  dikemudian hari  ternyata ada pihal lain  yang

> mempunyal/ memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut, saya
menY| q p ka n s u rqt pe rnyqtaa n bersedia menanggung segala akibat dari pelepasan hak/penyerahan Objek
Pengadaan Tanah ini.

pe I e pq sa nlpe nye ra h q n H q k Atq s Tq n a h Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa

adanya ancaman/palksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan

dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi sebagaimans meringa

ahli waris dalam hal Pihak yang Berhak
meninggal dunia sebelum pelaksanaan
pemberian Ganti Kerugian.

Telah dicatat daftar No. .......... tiieeenees, tanggal L bulan ... tahun ...
H k Kepala Kantor Pertanahan
mete rG I C u u p Kabupaten/Kota ............, Pihak vang Berhalk,
CAP Jabatan dan TTD P:I;;:;II;I CAP dan TTD
Mama ............
NIF. ............ Nama ............

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No
19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 130 s.d. Pasal 133 dan Lampiran LXIII
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5& BIDANG PENGADAAN TANAH bangga
e @’ DAN PENGEMBANGAN melayani BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
‘J! KANWIL BPN PROVINSI SULUT bangsa Harmonis Loyal A“::Iuptif Kolaboratif P

TAHAP
PENYERAHAN HASIL .
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BIDANG PENGADAAN TANAH bangga >
’ DAN PENGEMBANGAN o # melag)?a ni BerAKH LAK
7 KANWIL BPN PROVINSI SULUT Pe nye rd h an H asi I DANGSE e

Pengadaan Tanah

Penyerahan hasil Pengadaan Tanah (paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah

z

z
%
?,‘,

Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan
Tanah

Pendaftaran/pensertifikatan (paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak penyerahan hasil

@ Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah
secara Elektronik

3

Pelaksanaan Pembangunan

fonk

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab V Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Pasal 140 s.d. Pasal 141
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‘"“y BIDANG PENGADAAN TANAH bangga >
‘QO(:QE’ DAN PENGEMBANGAN # melg)?ani BerAKH LAK
S cawwnL sew proviNet suLuT Pengadaan Tanah Skala Kecil - S————

Merupakan kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar yang dapat dilaksanakan secara langsung
ataupun melalui tahapan

. . . e Dilaksanakan dengan cara: jual beli/tukar menukar/cara lain yan
\/ e efisiensi Secara disepakati. : J yang
Tujuan o cfektivitas Langsung e Harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
* Dilaksanakan secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan
m Tanah, tidak memerlukan Penetapan Lokasi.

* Waijib dilaporkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada
kepala Kantor Pertanahan setempat.

* Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah wajib didaftarkan
permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan setempat.

e menggunakan hasil
penilaian jasa Penilai
e memenunhi

<

Syarat ,
Kesesualian
Kegiatan e Dilakukan dalam hal : diperkirakan akan mendapat penolakan
Pemanfaatan Ruang dari mas , : : ;
. yarakat; lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan
(KKPR) Melalui untuk dipindah

Tahapan ° Pengadaan Tanah Skala Kecil harus menggunakan Penetapan
Lokasi yang diterbitkan oleh bupati/wali kota
* Penetapan Lokasi ditetapkan berdasarkan rencana Dokumen
Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan studi kelayakan
minimal
e Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil
Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan

Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan berloku secara mutatis mUtOndIS sesudi POSGI 3 SCImpCII dengan
Untuk Kepentingan Umum Bab VIIl Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasal 146 s.d. Pasal 151 Pa S(]l ]50
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ANV BEN PROVINS! SuLUT Pengadaan Tanah Skala Kecill e

‘0 ﬁa

Berita Acara Kesepakatan

* Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Pihak yang
dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Berhak
Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan

: L Mengajukan Keberatan kepada
setempat atau pejabat yang ditunjuk.

Pengadilan Negeri (14 Hari)

* Pemlberian Ganti Kerugian dilakukan
bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak
yang Berhak setelah dilakukan validasi oleh
Pelaksana pengadaan tanah.

**) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak
hadir pada saat pemberian Ganti Kerugian, Pinak yang Berhak dianggap
menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.

e Validasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah merupakan kegiatan verifikasi meliputi:

a) pemeriksaan formal kelengkapan
rekapitulasi peta bidang dan daftar nominatif
hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A
dan Satgas B;

b) pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi Pihak
yang Berhak dengan bentuk Ganti Kerugian
hasil musyawarah
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Pelepasan hak
objek
Pengadaan
Tanah
dilaksanakan
Pihak yang
Berhak
dihadapan
Kepala Kantor
Pertanahan.
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Pada saat pemberian
Ganti Kerugian dan
pelepasan hak,
penguasaan Pihak yang
Berhak menjadi hapus
dan alat bukti haknya
dinyatakan tidak
berlaku dan tanahnya
menjadi tanah yang
dikuasai oleh negara.
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Pengadaan Tanah Skala Kecil

Kepala Kantah
melakukan
pencatatan

hapusnya hak

tsb pada buku
tanah dan
daftar lainnya.

an a )
#;elg&ani BerAKHLAK

b a n S a Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
g Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Hasil pelaksanaan
Pengadaan Tanah
digunakan oleh
Instansi yang

Ternadap tanah belum
terdaftar, Ketua PPT
menyampaikan
pemberitahuan hapusnya
hak kepada Kades/Lurah Memerlukan Tanah

dan Camat yang untuk pgngert|p|koton
mengeluarkan surat untuk ~ YONg diajukan oleh
selanjutnya dicatat pada IYMT ke Kantor
alas hak/bukti perolehan  Pertanahan paling
dan buku administrasi lama 30 hari sejak
desa/lurah dan camat. penyerahan hasil
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Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

o
Sé‘
&

|
N

4
3
Oy

RARIA DAy
AN

8
v, CS
PErianaran ¥

Apa sih fungsi dari KKPR? Apa dasar penilaian KKPR?

, susun (overlay)
pemanfaatdn peta hasil tumpang ana Lokasi
ugn ~ dalam : r eta  Renc
pasar/ac rormasuk  sebagd d(;JSG antard P | dengan RTRW/RDTR
ruang unan gedung pembangund

' erizinan bang
penerbitan P perusaha sektor

an perizinan .
dan p Rekomendaqsj

Kesesuaian |

A Kegiatan
e nfggyatap Ruang dari instansi gyan
. IAangi  urusan tata  ruan -,
5 Pertanahan v
(dalam hqj lokasi

N i Pengadaan Tan
ah
| dimuat dalam rencana tatq ruang) belum

Dasar/acuan gg
dan penerbitqn

lam perolehan tangp
hak atgs tanah

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang h
Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab Il Perencanaan
Pengadaan Tanah Pasal 8
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> dan informasi selengkapnya tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 13
Tahun 2021 tentang Pelaksanaaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
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. =
Penerbitan B e Lovbapesn;

H Permohonan KEPFR untuk Keglatan yeng
Berdlal Strategh Madonal ke Mentern

KKKPR, PKKPR, RKKPR Po ST S
9

Kegiatan yang - .
bersifat Strategis —

B g e i
Fi wirwis™ ¥l orw by

e Sokos Do OborDelos SO 0T [CRo :

° I T s (LRt B P HIIF  gjong eon .
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Nasiond Sagaes
[ ]
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]
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1o iy Baler
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sy ¥

Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional secara Non-Elektronik
Nomor: 10/Juknis-PF.01/X1/2023 (Tanggal 07 November 2023)
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Pemanfaatan Ruang

. v Jenderal Tata Ruang

Proses Pelaksanaan KKPR

T : Nonberusaha Secara Non-elektronik :

Mal™  opacamentori ATR/BPN c.q. Direktorat P w0 i0m povers eyt () | oleh Pemerintah Pusat 5
: :

4 validosi : _W o

Q dokumen

|
. usulan i
1 e g L |
b Fofwen Dodeur-es Teton | erglon i
i ot Torggopos 1§ |
Farborialuns  Dokuren  pong  Soanb i
Op=rioN OEn ErE  Egeop  oon ’
P RO R el el
I !
[ ]
St 1
i ey DT v & o e o
Cotatan | _ ¢ v Bofuar OO La g
PKXPR tidok bisa diterbitkon jko daolom lokosi T m
permononon teraagpat KUIK yong texan tenntegnosi {FTF] ustult pereraionos o Lo
aoNgan SS5Tem o5% il P | D e (oL
Keterangan:
Pemerik soan kesesuolon
. Dilakukan oleh Pemohon Iokasi bordasorkon ROTR
B Dilakukan oleh Petugas KKPR (Unit Eselon Il DJTR) terintograsi 0SS
Dilakukan oleh Kantah }
* Dolem hal sebogon rencana lokasi kegicton berado

poda golreasl RDTR yang tenntegros sistom O55 mMokao
penerDaon Mendg kull ketentuan KKKFR aan PKEFR

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan nonberusaha secara Non-elektronik
Nomor: 13/Juknis-PF.01/X11/2023 (Tanggal 21 Desember 2023)
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D992 BerAKHLAK

Kesesuaian Kegiatan bangea  memem s -
Pemanfaatan Ruang

IIllIIllIIllIIllIIllIIllIIllIIllIIllIIlllllllllllllllllllllll

Proses Pelaksanaan KKPR

: Nonberusaha Secara Non-elektronik:

Pemohon mengajukan Permohonan KKPR : oleh Pemerintah Daerah :
' " membidangi urusan penanaman modal
‘ gy dan investasi dengon tembusan Kepala

- “‘ OPD yong membidangi urusantata ruang

4

1 S wl T e L
it R apom Dolurrsin Teiod Lorgeugy

i swonforgoopen

Fombarkafun®s  Doksmen  yong  teon
OODos et Dadol Qe 0
pwrdhoror  cbaichda® el Swewihon

|
mp-rr,.nwi#..rnj " "
Catotan i Tm-m _9 “ Pendlalan
|
|

FKKFR ok besa ditertvikan pka aalaom lokos pernmoehonan
terdopat RDTR yang teiah tenntegrasi dengon sistem O55

Suirgt Tarpgmeds ]
Keterangan: U ki i e s L i v Crwad|
Lo o g O On
= Perriees ot Dol e Leng SO
i Ferrdertosuor Derguanuene Ferambaegen
L =d Prcbin w8 wnfudl poverefsodasnok
i | e W T S

B Dpilakukan oleh Pemohon

B vilakukan oleh OPD yang membidangl
urusan tataruang
| Dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan Pemeriksoon kesesuaikan
penanaman modal dan investosi lokasl berdasarkon RDTR
terintagrasi 0SS
B Dilakukan cleh anggota FPR Daerah

Dilakukan oleh Kantah

* Dolom hal Sebogon rencond loodsi keguoyon beroda podo
dolinos: RDTR yang tenntegrasi sstom OS5 moka pengrbitan
manglicutl ketentuan KKKPR don PCKPR

Sumber:Petunjuk Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan nonberusaha secara Non-elektronik
Nomor: 13/Juknis-PF.01/X11/2023 (Tanggal 21 Desember 2023)
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Penutup

Modul ini diharapkan dapat menjadi referensi
dan pedoman praktis bagi instansi terkait maupun
masyarakat dalam memahami dan melaksanakan
pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan
pemahaman yang utuh dan seragam, pelaksanaan
pengadaan tanah diharapkan dapat berjalan secara
tertib, transparan, dan akuntabel.

prY

Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan A
manfaat nyata dalam mendukung kelancaran =
pelaksanaan pengadaan tanah serta meminimalkan
terjadinya kesalahpahaman maupun permasalahan di 7~ 2 s [

> 4\
o -/ =
N

lapangan. Komitmen bersama dalam memahami dan
menerapkan ketentuan yang berlaku menjadi kunci \
terwujudnya pengadaan tanah yang berkeadilan dan Ve . Y

berorientasi pada kepentingan umum. \@ ~~
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